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LAPORAN SINGKAT

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN
________________________________________________________________

	Tahun Sidang      
	:
	2018-2019

	Masa Persidangan
	:
	III

	Rapat ke          
	:
	09

	Jenis Rapat       
	:
	Rapat Dengar Pendapat Umum ke-1

	Sifat Rapat       
	:
	Terbuka

	Hari, tanggal     
	:
	Kamis, 24 Januari 2019 

	Waktu
	:
	Pukul 11.00 WIB s.d. Selesai 

	Tempat
	:
	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3

	Acara    
	:
	Mendapatan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan

	Ketua Rapat
	:
	Edison Betaubun, SH, MH  

	Sekretaris Rapat
	:
	Endah Sri Lestari, SH, M.Si

	Hadir
	: 
	a. Anggota : 11 orang dari 30 Anggota Pansus
b. Narasumber :

·  Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya.



I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dengan Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau  dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER
Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan masukan/tanggapan mengenai RUU tentang Daerah Kepulauan, sebagai berikut :

Dengan berlakunya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Adanya tambahan kewenangan ke Daerah Provinsi seharusnya diikuti dengan tambahan anggaran pengelolaan laut. Pengelolaan laut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni pengelolaan sumber daya alam dilaut yang meliputi:

a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi , dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;

b. Pengaturan administrasi;

c. Pengaturan tata ruang;

d. Ikut serta dalam memelihara keamanan dilaut; dan

e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Mengingat adanyan tambahan kewenangan yang memerlukan tambahan anggaran juga, maka atas dasar perkembangan politik dan pembangunan nasional terutama program legislasi nasional maka Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kewenangan Daerah Provinsi untuk tetap mengelola Sumber daya alam di laut 0-12 mil / lebih di dalam wilayah Provinsi Kepulauan dan 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari wilayah pulau terluar tetap menjadi kewenangan Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengawasan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 
2. Pemerintah Pusat memberikan alokasi anggaran Dana Khusus Kepulauan antara  3-5% dari APBN diluar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan sarana prasarana laut, darat dan udara serta keamanan di Provinsi berciri Kepulauan, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dengan Provinsi daratan lainnya.
3. Kebijakan kawasan strategis nasional dan kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan Provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
A.   Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau berharap agar Pansus DPR RI segera membahas RUU tentang Daerah Kepulauan bersama dengan Pemerintah karena materi RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat kepulauan sebagai upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan mendorong pembangunan yang relatif berkeadilan serta membangkitkan aktivitas sosial ekonomi lingkungan di wilayah kepulauan.
B.   Masukan atau tanggapan terhadap materi RUU tentang Daerah Kepulauan dari Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat diterima oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.

C.   Untuk kelancaran pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan, Pansus DPR RI meminta kepada Pemerintah supaya pejabat yang hadir dalam Rapat Kerja adalah menteri yang terkait dan tidak diwakilkan oleh pejabat eselon I atau II. 
IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan ditutup pada pukul 12.10 WIB.

KETUA RAPAT,
EDISON BETAUBUN, SH, MH
A-320
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